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A. Penegasan judul 
Penegasan judul merupakan salah satu aspek penting yang harus 
diperhatikan dalam penulisan skripsi. Penegasan judul ini akan memperjelas 
pokok permasalahan yang menjadi obyek pembahasan dalam skripsi ini. 
Untuk menghindari kesalahan dalam memahami pengertian judul skripsi ini, 
maka penulis menguraikan makna  yang terdapat dalam judul skripsi, yaitu : 
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA DESA MENUNJANG 
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI BUMDES PERSPEKTIF 
EKONOMI ISLAM (Studi Pada Pekon Keputran Kec. Sukoharjo, Kab. 
Prengsewu). Untuk itu perlu diuraikan pengertian dari istilah-istilah judul 
tersebut sebagai berikut: 
1. Implementasi kebijakan 
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Implementasi 
adalah pelaksanaan, penerapan, sedangkan Kebijakan adalah kepandaian, 
kemahiran, kebijaksanaan, rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis 
besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, 
kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dan 








2. Dana Desa 
Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/kota dan digunakan unuk membiayai 
penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, 
kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
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3. Pemberdayaan Masyarakat 
Pemberdayaan dapat diartikan sebagai upaya untuk memenuhi 
kebutuhan yang diinginkan oleh individu, kelompok dan masyarakat luas 
agar memilki kemampuan dan dapat mengontrol lingkungannya.
3 





BUMDes merupakan Badan Usaha Milik Desa yang seluruh atau 
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sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara 
langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna 
mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-
besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
5
 
5. Ekonomi Islam 
Ekonomi Islam adalah bidang ilmu ekonomi yang syarat akan 
prinsip-prinsip ke-Islaman yang bersumber dari Al-Quran dan as-sunnah 
yang yang menjalin dasar dari pandangan hidup Islam, yang memuat akan 
prinsip keadilan, pertanggungjawaban dan juga takaful (jaminan social).
6
 
B. Alasan Memilih Judul 
Adapun alasan-alasan penulis sebagai berikut: 
1. Peneliti ingin mengetahui bagaimana implementasi kebijakan dana desa 
menunjang pemberdayaan masyarakat melalui Bumdes 
2. Pengembangan ekonomi masyarakat merupakan upaya peningkatan 
pendapatan masyarakat. Hal ini sangat penting, karena dalam prosesnya 
mengedepankan partisipasi masyarakat untuk bertindak memperbaiki kondisi 
perekonomian, sehingga memperkecil sifat ketergantungan masyarakat 
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terhadap pemerintah namun masyarakat memiliki kemampuan untuk 
mengelola potensi desa dengan sebaik-baiknya.  
3. Penelitian ini sangat relevan dengan jurusan yang diambil oleh penulis yaitu 
Ekonomi Islam. Secara literatur, lokasi penelitian serta waktu sangat 
terjangkau dan mendukung untuk dilakukan penelitian oleh penulis. 
C. Latar belakang 
Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan 
keuangan pusat daerah, hal ini disambut positif dari semua pihak, dengan 
segenap harapan bahwa melalui otonomi daerah akan dapat merangsang 
terhadap adanya upaya untuk menghilangkan praktek-praktek sentralistik 
yang pada satu sisi dianggap kurang menguntungkan bagi daerah dan 
penduduk lokal. Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi 
seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan 
mengatur   semua   urusan   pemerintahan   di   luar   yang   menjadi   urusan 
Pemerintah yang ditetapkan dalam Undang-Undang.
7 
Proses desentralisasi yang telah berlangsung telah memberikan 
penyadaran tentang pentingnya kemandirian daerah yang bertumpu pada 
pemberdayaan potensi lokal. Meskipun pada saat ini kebijakan yang ada 
masih menitik beratkan otonomi pada tingkat Kabupaten/Kota, namun secara 
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esensi sebenarnya kemandirian tersebut harus dimulai dari level 
pemerintahan ditingkat paling bawah yaitu Desa. Pemerintah Desa  diyakini 
lebih mampu melihat kebutuhan yang harus lebih diprioritaskan masyarakat 
dibandingkan Pemerintah Kabupaten yang secara nyata memiliki ruang 
lingkup permasalahan lebih luas dan rumit. Untuk itu, pembangunan 
pedesaan yang dilaksanakan harus sesuai dengan masalah yang dihadapi, 
potensi yang dimiliki, aspirasi masyarakat dan prioritas pembangunan 
pedesaan yang telah ditetapkan.
 
Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 
Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara, pada ayat pasal yang telah diamandemen pada Peraturan  Pemerintah 
Nomor 168 tahun 2014 ke 11 ayat 2 yang menyatakan bahwa dana desa 
dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan:
 
1. Alokasi dasar, dan 
2. Alokasi yang dihitung memperhatikan jumlah penduduk, angka 




Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yaitu adanya 
komitmen negara dalam melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi 
kuat, maju, mandiri dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan 
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yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju 
masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. 
Selanjutnya juga diharapkan akan terwujudnya desa yang mandiri 
dimana : 
1. Desa bukan hanya sekedar sebagai obyek penerima manfaat, melainkan 
sebagai subyek pemberi manfaat bagi warga masyarakat setempat; 
2. Sebagai komponen desa mempunyai rasa kebersamaan dan gerakan untuk 
mengembangkan aset lokal sebagai sumber penghidupan dan kehidupan 
bagi warga masyarakat. 
3. Desa mempunyai kemampuan menghasilkan dan mencukupi kebutuhan 
dan kepentingan masyarakat setempat seperti pangan, energi, layanan 
dasar dll; 
Sebagai cita-cita jangka panjang, desa mampu menyediakan lapangan 
pekerjaan, menyediakan sumber-sumber pendapatan bagi masyarakat serta 
menghasilkan pendapatan asli desa dalam jumlah yang memadai.
9
 
Dengan demikian pemerintah desa harus mengambil tindakan dari 
adanya kebijakan pemerintah pusat yang telah menggulirkan Dana Desa 
sebagai stimulus pembangunan desa secara adil dan merata dalam 
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pembangunan. Peran pemerintah dalam membangun desa sangat penting 
dimana pemerintah adalah unit pelaksana utama dalam pembangunan yang 
akan dibantu  oleh  beberapa lembaga yang lain seperti Badan 
Permusyawaratan Desa (BPD) dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat 
(LPM) serta Masyarakat Desa. 
Berkenaan dengan desentralisasi/otonomi maksud pemberian Dana 
Desa (DD) adalah sebagai bantuan stimulan atau dana perangsang untuk 
mendorong dalam membiayai program Pemerintah Desa yang ditunjang 
dengan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat dalam melaksanakan 
kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. 
Melihat pada apa yang diamanatkan melalui dana desa ini, program 
pembangunan dan pemberdayaanlah yang memang menjadi tujuan 
utamanya, dan peran pemerintah desa dalam hal ini menjadi kunci 
bagaimana mengalokasikan dana tersebut dengan semestinya, yakni untuk 
pembangunan dan pemberdayaan. 
Maka dari itu, pemerintah desa harus kembali pada tugas pokok dan 
fungsinya sebagai pemimpin desa, yakni diantaranya: 
1. Membina kehidupan masyarakat desa. 
2. Membina ekonomi desa. 
3. Mengordinasikan pembangunan desa secara partisipatif. 





Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa masyarakat, mereka 
menuturkan bahwa pemerintah desa telah melakukan program pembangunan 
infrastruktur didaerahnya. Pelaksanaan programpembangunan tersebut 
merupakan hasil dari musyawarah antar dusun, yang kemudian diajukan 
kepada pemerintah desa sebagai rencana pembangunan pedesaan. 
Pembangunan tersebut merupakan murni swasembada dari pemerintah desa, 
dan dengan adanya kegiatan pembangunan infrastruktur  ini mereka 
menuturkan bahwa masyarakat tersebut merasa senang dan merasa terbantu 
dengan adanya kegiatan pembangunan.  
Akan tetapi Pada tahun sebulum pemerintah desa keputran menerima 
aliran Dana Desa (DD) secara keseluruhan program pemerintahan desa 
belum dapat berjalan dengan baik karena keterbatasan dana yang dimiliki, 
sehingga program yang dilaksanakan oleh pemerintah desa belum dapat 
memberikan hasil yang maksilmal kepada masyarakat dalam hal 
pemberdayaan yang tepat guna. 
Dari data sementara yang penulis peroleh dari Laporan Anggaran 







Dana desa keputran tahun 2015-2018 
No  Tahun  Jumlah  
1 2015 Rp. 
280.304.200.00 
2 2016 Rp. 
525.838.960.00 
3 2017 Rp. 
776.100.040.00 
4 2018 Rp. 
781.989.000.00 
Jumlah  Rp.  
2.364.232.200.00 
Sumber: APBD Pekon Keputran Tahun 2015-2018 
Beberapa program atau kebijakan pemerintah desa keputran yang 
telah dilakukan pada tahun 2015 yang bertujuan untuk meningkatkan 
pemberdayaan masyarakat diantaranya adalah program pembangunan jalan 
onderlag, pembangunan drainase dan pembangunan badan jalan. pada tahun 
2016 digunakan untuk melanjutkan beberapa program yang belum 
terselesaikan pada tahun sebelumnya dan digunakan juga untuk 
pembangunan peningkatan posyandu. 
Pada tahun 2017 dan 2018 digunakan untuk melanjutkan beberapa 
program yang belum terselesaikan pada tahun sebelumnya dan digunakan 
juga untuk pembangunan sumur bor disetiap RT dan tembok penguat tanah 
(TPT) disebagian RT yang ada dipekon keputran. Dengan adanya dana desa 




dibandingkan dengan sebelum adanya dana desa sebagai pendorong 
pembangunan dan pemberdayaan. 
Arah pemberdayaan masyarakat desa yang paling efektif dan lebih 
cepat untuk mencapai tujuan adalah dengan melibatkan masyarakat 
(masyarakat umum, masyarakat kurang mampu) dan unsur pemerintahan 
yang memang menggunakan kebijakan pembangunan yang lebih reaktif 
memberikan prioritas kebutuhan masyarakat desa dalam alokasi anggaran. 
Pembangunan desa dengan pemberdayaan masyarakat langsung memiliki 
hasil yang lebih efektif dan efisiensi dibandingkan dengan pembangunan 
desa dengan menggunakan tenaga proyek ataupun pekerja dari desa lain. 
Salah satu pola pendekatan pemberdayaan masyarakat paling efektif 
dalam rangka peningkatan partisipasi masyarakat adalah merangsang 
masyarakat untuk mampu mengidentifikasi keinginan dan  kebutuhan 
bekerja secara kooperatif dan menumbuhkan rasa gotong-royong sesama 
warga desa. 
Dana desa merupakan salah satu alat untuk membantu terlaksananya 
pemerintahan desa, pembangunan desa, dan pemberdayaan masyarakat 
dalam upaya meningkatkan perekonoian masyarakat. Dengan adanya dana 
desa ini, diharapkan agar dapat membantu masyarakat dalam segi kebutuhan, 




ekonomi local yang didasarkan atas kondisi dan potensi desa. Namun, 
pengelolaan dana desa keputran dalam pemberdayaan perekonomian 
masyarakat belum maksimal karna pemerintah desa masih terfokus dalam 
pembangunan infrastruktur desa. 
Islam memandang suatu keberdayaan atas masyarakat adalah hal 
yang penting sehingga pemberdayaan dalam pandangan Islam memliki 
paradigma yang holistik dan strategis.
10 
Pemberdayaan dalam konteks 
pengembangan masyarakat islam merupakan sebuah pembelajaran kepada 
masyarakat agar dapat mandiri melakukan upaya perbaikaan kualitas hidup 
yang menyangkut tentang kesejahteraan dan keselamatan dunia dan akhirat. 
Salah satu pentingnya pemberdayaan masyarakat dalam Islam 
perlunya diterapkan adalah karena dengan adanya pemberdayaan akan 
menghasilkan pembangunan yang berkelanjutan. Dengan hal seperti ini maka 
akan terus dapat memperbaiki taraf hidupnya menjadi lebih baik. Dalam 
agama Islam memiliki konsep pemberdayaan masyarakat dalam  kitab suci 
yaitu Al-qur‟an Q.S Ar-Ra‟d ayat 11: 
...                   .... 
Artinya: “Sesungguhnya Allah tidak merobah Keadaan sesuatu kaum 
sehingga mereka merobah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.” 
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Berdasarkan ayat Ar-Ra‟d ayat 11 yang menyebutkan bahwa Tuhan 
tidak akan merubah Keadaan mereka, selama mereka tidak merubah sebab- 
sebab kemunduran mereka. Sejalan dengan teori pemberdayaan masyarakat 
yang mana melalui pemberdayaan masyarakat dapat memiliki inisiatif dan 
kemampuan untuk mengelola sendiri sumber daya mereka. Sehingga dengan 
mereka dapat mengelola dan membentuk penggalian kemampuan pribadi, 
kreatifitas, kompetensi dan daya pikir dapat merubah kehidupannya pula 
dengan kemampuan dan keahlian yang dimiliki.  
Berdasarkan keunikan diatas, penulis tertarik untuk menggali lebih 
dalam lagi pembahasan skripsi penulis tentang Implementas Kebijakan Dana 
Desa Dalam Menunjang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Bumdes serta 
menggali seberapa besar partisipasi masyarakat dalam proses pengembangan 
ekonomi masyarakat tersebut. 
D. Fokus penelitian 
Dalam penelitian yang berjudul implementasi kebijkan dana desa 
menunjang pemberdayaan masyarakat melalui Bumdes Penulis akan 
memfokuskan masalah ini pada kebijakan dana desa yang dialokasikan untuk  
mendanai Bumdes yang berada di Pekon Keputran Kecamatan Sukoharjo 
Kabupaten Prengsewu. 
E. Rumusan Masalah 




2. Bagaimana implementasi kebijakan dana desa dalam menunjang 
pemberdayaan masyarakat melalui Bumdes Perspektif Ekonomi Islam? 
F. Tujuan Penelitian 
1. Untuk mengetahui Bagaimana pemberdayaan masyarakat melalui Bumdes 
sebelum dan sesudah adanya dana desa.  
2. Mengetahui upaya yang dilakukan pemerintah desa pekon keputran dalam 
meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui Bumdes dengan adanya 
program dari dana desa.  
G. Manfaat Penelitian 
1. Pada tataran Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan 
bagi  ilmu  pengetahuan  khususnya  dalam  hal  pengembangan ekonomi 
masyarakat melalui keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan 
sunberdaya lokal yang dimiliki desa Serta dapat menjadi referensi dalam 
hal keilmuan pengembangan ekonomi masyarakat. 
2. secara Praktis Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan kepada 
masyarakat Pekon Keputran agar lebih partisipatif dalam 
mengembangkan dan mengelola potensi Desa guna meningkatkan 
pendapatan masyarakat setempat. 
H. Metode penelitian 
Metode Penelitian adalah cara evaluasi, analisis, dan seleksi berbagai 
alternatif, cara atau teknik. Metode ilmiah adalah cara menerapkan prinsip-




penelitian  harus logis, diikuti unsur-unsur yang urut, konsisten, dan 
operasional, menyangkut bagaimana penelitian tersebut akan dijalankan.
11
 
Dalam Penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif. penulis 
memperhatikan bahwa metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang 
menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang,dan 
perilaku yang dapat diamati.
12
penelitian kualitatif dalam pengembangan teori 
menggunakan penelitian induktif yaitu merujuk pada fakta-fakta yang ada 
(khusus) menuju ke hal-hal yang umum.
13
 Jenis penelitian ini adalah 
deskriptif, yaitu mendeskripsikan fakta-fakta yang berkaitan dengan tema lalu 




Metode penelitian adalah suatu cara ilmiah yang digunakan penelitian 
dalam mengumpulkan data penelitian dengan tujuan dan kegunaan tertentu. 
1. Jenis dan Sifat Penelitian 
a. Jenis Penelitian 
Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field research) 
yaitu penelitian yang dilakukan dilapangan dalam lingkup kehidupan 
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.Penelitian lapangan dilakukan dengan menggali 
data yang bersumber dari lokasi atau lapangan penelitian terhadap 
responden yang ada di pekon keputran. 
b. Sifat Penelitian 
Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu suatu penelitian yang 
bertujuan untuk menggambarkan secermat mungkin mengenai sesuatu 
yang menjadi objek, gejala atau kelompok tertentu serta menjawab 




2. Sumber data 
Sumber data adalah subyek dari mana asal data penelitian itu 
diperoleh, berdasarkan sumbernya penelitian ini dibagi menjadi : 
a. Data Primer 
Data Primer (pokok) suatu pengumpulan data yang dilakukan 
dengan wawancara kepada kepala desa, aparatur desa, masyarakat dan 
dana desa. 
b. Data Sekunder 
Data Sekunder adalah teknik pengumpulan data berupa riset 
yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membaca buku-
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buku, jurnal, data badan pusat statistik, dan sumber-sumber lain yang 
berkaitan dengan judul skripsi yang dimaksud. 
3. Popoulasi dan Sampel 
a. Populasi 
Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: objek 
/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 
ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 
kesimpulannya.
17
 Populasi dalam penelitian ini semua masyarakat 
keputran yaitu 739 kepaa keluarga(KK) yang terdiri dari laki-laki 
sebanyak 1501 jiwa dan perempuan sebanyak 1470 jiwa. 
b. Sampel   
Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil dengan cara-
cara tertentu, jelas dan lengkap dan dapat dianggap mewakili populasi. 
Dalam penentuan sampel, penulis menggunaka metode pengambilan 
sampel dengan Purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel 
sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, 
misalnya orang tersebut dianggap lebih tahu tentang apa yang kita 
harapkan, atau munkin di anggap sebagai menguasai sehingga akan 
memudahkan peneliti menjelajahi obyek/situasi sosial yang diteliti. 
Yang akan di jadikan sampel pada penelitian ini adalah 12 kepala 
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keluarga(KK). Yang terdiri dari tiga aparatur desa, tiga pengurus 
bumdes dan enam masyarakat. 
4. Metode pengumpulan  Data 
Pengumpulan data dilakukan dari lokasi peneliti dan buku dari 
perpustakaan sehingga penulis menggunakan beberapa metode penelitian 
sebagai berikut:  
a. Observasi 
Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui 
observasi. Observasi adalah pengamatan yang dilakkan secara sengaja, 
sistematis mengenai fenomena sosial dan gejala-gejala psikis untuk 
kemudian dilakukan pencatatan
18
. Pencatatan data observasi bukanlah 
sekerdar mencatat, tetapi juga menadakan pertimbangan kemudian 
mengadakan penilaian ke dalam suatu skala bertingkat
19
. Dalam 
penelitian ini penulis melakukan observasi langsung pada pekon 
keputarn kecamatan sukoharjo kabupaten prengsewu, untuk 
mengamati objek penelitian secara langsung dan lebih mendalam guna 
mendapatkan informasi. 
b. Wawancara 
Penelitian ini melakukan teknik pengumpulan data 
menggunakan wawancara. Wawancara adalah proses pengumpulan 
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data melalui percakapan yang berbentuk tanya jawab dan tatap 
muka.
20
 Wawancara bermakana berhadapan langsung antara 
interviewers dengan responden, dan kegiatannya dilakukan secara 
lisan
21
. Dalam menentukan informan, penulis menggunakan teknik 
purposive sampling yaitu teknik penentuan sample yang dipilih 
dengan cermat, agar dalam sample itu terdapat wakil-wakil yang dapat 
mewakili dan mengetahui penelitian ini. Dalam penelitian ini penulis 
melakukan wawancara Kepada Kepala Desa, Sekertaris Desa, Ketua 
Urusan(Kaur), Masyarakat Dan pengurus bumdes. 
c. Dokumentasi 
Penelitian ini menggunakan dokumen sebagai teknik 
pengumpulan data, dokumentasi adalah cara pengumpulan data 
dengan menganalisis dokumen publik seperti literatur buku, memo, 
notulen, rekaman, internet, undang-undang dan arsip resmi.
22
Penulis 
menggunakan metode ini untuk mendapatkan data-data yang 
bersumber pada dokumentasi tertulis, sesuai dengan keperluan 
penelitian sekaligus pelengkap untuk mencari data-data yang lebih 
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objektif dan konkret Data ini cenderung kepada data sekunder
23
Dalam 
penelitian ini penulis  mendapatkan data dokumentasi berupa data-data 
dan gambar. 
5. Metode  Analisis Data 
a. Reduksi Data  
Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 
memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema, polanya dan 
membuang yang tidak perlu.
24
 Reduksi data bisa dilakukan dengan 
jalan melakukan abstrakasi. Abstrakasi merupakan usahamembuat 
rangkuman yang inti, proses dan pertanyaan-pertanyaan yang perlu 
dijaga sehingga tetap berada dalam data penelitian.
25
 Dengan demikian 
tujuan mereduksi data ini adalah untuk menyederhanakan data yang 
diperoleh selama penggalian data dilapangan. 
b. Penyajian Data 
Menurut miles dan hubermen yang dikutip oleh muhammad idrus 
bahwa: penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang 
memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan.
26
 Hal ini 
dilakukan dengan alasan data-data yang diperoleh selama proses 
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penelitian kualitatif biasanya berbentuk naratif, sehingga memerlukan 
penyederhanaan tanpa mengurangi isinya.  
c. Teknik Pemeriksaan  
Tahap ini adalah proses analisis data. Selanjutnya adalah teknik 
dalam melakukan pengecekan dan memeriksaan keabsahan data yang 
diperoleh, terutama pengecekan data yang terkumpul.
27
 pada bagian 
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1. Pengertian Kebijakan 
Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi 
pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, 
kepemimpinan, dan cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada 
pemerintahan, organisasi dan kelompok sektor swasta, serta individu. 
Kebijakan juga sebagai suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan 
tindakan-tindakan yang terarah dan kebijakan juga merupakan serangkaian 
tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu 
lingkungan tertentu dengan menunjukan kesulitan-kesulitan dan 




Thoha memberikan penafsiran tentang kebijakan publik sebagai 
hasil rumusan dari suatu pemerintahan. Dalam pandangan ini, kebijakan 
publik lebih di pahami sebagai apa yang di kerjakan oleh pemerintah 
dibandingkan dari pada proses hasil yang dibuat.
29
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Abdullah Ramdani, Muhammad Ali Ramdani, “Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan 




Menurut Suharto yang mengutip dari Young dan Quinn 
mendifinisikan kebijakan publik sebagai sebuah reaksi terhadap kebutuhan 
dan masalah dunia nyata. Kebijakan publik berupaya merespon masalah 
atau kebutuhan konkrit yang berkembang di masyarakat.
30
 
Dalam kaitannya dengan definisi-definisi tersebut diatas maka 
dapat disimpulkan beberapa karakteristik utama dari suatu definisi 
kebijakan publik yaitu pada umumnya kebijakan publik perhatiannya 
ditujukan pada tindakan yang mempunyai maksud atau tujuan tertentu, 
kebijakan melibatkan beberapa tindakan pemerintah yang jelas dalam 
menangani suatu permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh 
pemerintah. 
2. Aspek-Aspek Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Kebijakan 
Menurut George C Edwards III, Pelaksanaan kebijakan dapat 
diartikan sebagai bagian dari tahapan proses kebijaksanaan, yang posisinya 
berada diantara tahapan penyususnan kebijaksanaan dan kosekuensi-
konsekuensi yang ditimbulkan oleh kebijaksanaan tersebut (output, 
outcome). Lebih lanjut, Edwards III mengidentifikasi aspek-aspek yang 
diduga kuat yang berkontribusi pada pelaksanaan kebijakan, yaitu: 
komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap pelaksana dan struktur 
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 Keempat aspek mempengaruhi pelaksanaan kebijakan, baik 
secara langsung maupun tidak langsung, dan masing-masing aspek saling 
berpengaruh terhadap aspek lainnya. 
3. Tahapan Kebijakan Publik 
Proses pembuatan kebijakan publik merupakan proses yang 
kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus 
dikaji, tujuan pembagian ini adalah untuk memudahkan dalam mengkaji 
kebijakan publik. Tahap-tahap kebijakan publik sebagai berikut
32
: 
a. Tahap penyususnan agenda kebijakan 
Dalam tahap ini ada 3 kegiatan yang perlu dilaksanakan 
1) Membangun persepsi di kalangan stakeholders bahwa sebuah 
fenomena benar-benar dianggap sebagai masalah. Hal ini penting 
karena bisa jadi suatu gejala yang oleh sekelompok masyarakat 
tertentu dianggap sebagai masalah, tetapi oleh kelompok masyarakat 
yang lainnya atau bahkan oleh para elite politik bukan dianggap 
sebagai suatu masalah. 
2) Membuat batasan masalah. Tidak semua masalah harus masuk dalam 
penyusunan agenda kebijakan dan memilik tingkat urgensi yang 
tinggi, sehingga perlu dilakukan pembatasan terhadap maslaah-
masalah tersebut. 
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3) Memobilisasi dukungan agar masalah tersebut dapat masuk dalam 
agenda pemerintah. Memobilisasi dukungan ini dapat dilakukan 
dengan cara mengorganisasi kelompok-kelompok yang ada dalam 
masyarakat, dan kekuatan-kekuatan politik, publikasi melalui media 
masa dan sebagainya. 
b. Tahap formulasi dan legitimasi kebijakan 
Pada tahap ini analisis kebijakan perlu mengumpulkan dan 
menganalisis informasi yang berhubungan dengan masalah yang 
bersangkutan, kemudian berusaha mengembangkan alternatif-alternatif 
kebijakan, membangun dukungan dan melakukan negoisasi, sehingga 
sampai pada sebuah kebijakan yang dipilih. 
c. Tahap implementasi kebijakan 
Pada tahap ini perlu memperoleh dukungan sumberdaya dan 
penyusunann organisasi pelaksana kebijakan. Dalam proses 
implementasi sering ada mekanisme insentif dan sanksi agar 
implementasi kebijakan tersebut berjalan dengan baik. 
d. Tahap evaluasi terhadap implementasi, kinerja dan dampak kebijkaan 
Tindakan (implementasi) kebijakan akan dihasilkan kinerja dan 
dampak kebijakan, yang memerlukan proses berikutnya yakni evaluasi. 
Hasil evaluasi tersebut berguna bagi penentuan kebijakan baru di masa 





B. Dana Desa 
1. Pengertian Dana Desa 
Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Desa yang di transfer melalui 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/kota dan digunakan 
unuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan 




2. Sumber dana desa 
Belanja negara adalah keharusan pemerintah pusat yang dinyatakan 
sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
34
 Belanja Negara terdiri dari 
belanja pemerintah pusat, dan transfer kepada daerah.
35
 Belanja pemerintah 
pusat menurut jenisnya adalah belanja barang, belanja pegawai, belanja 
modal, pembayaran bunga utang, belanja hibah, bantuan sosial, subsidi, 
belanja lain-lain dan transfer ke daerah yang termasuk anggaran transfer ke 
daerah yaitu dana otonomi khusus, dana penyesuaian dan dana 
perimbangan.  
Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 
Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 
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Belanja Negara, pada ayat pasal yang telah diamandemen pada Peraturan 
Pemerintah Nomor 168 tahun 2014 ke 11 ayat 2 yang telah 
dipertimbangkan dan sirumuskan dalam pengalokasian dana desa 
menyatakan bahwa dana desa dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan: 
a. Alokasi dasar, dan 
b. Alokasi yang dihitung memperhatikan jumlah penduduk, angka 




3. Ketentuan penyaluran dan penggunaan Dana Desa yang bersumber 
dari APBN 
Mekanisme penyaluran Dana Desa terbagi menjadi 2 (dua) tahap 
yakni tahap mekanisme transfer APBN dari Rekening Kas Umum Negara 
(RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan tahap mekanisme 
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Mekanisme pencairan dana dan penyaluran Alokasi Dana Desa. 
a. Pencairan Dana Desa dilakukan bertahap dengan presentase tertentu 
yang telah ditetapkan. 
b. Pencairan pertama diajukan oleh Kepala Desa kepada Bupati 
melalui Camat disertai dengan kelengkapan administrasi yang telah 
ditentukan. 
c. Pencairan tahap kedua, dapat dilakuakan apabila pengguanaan pada 
pencairan pertama sudah dipertanggungjawabkan baik secara 
administratif, secara teknis dan secara hukum. 
KPPN Jakarta II 




DD ke Kab/Kota 
(Dari RKUN ke RKUD) 
Pemerintah Kab/Kota 
Melaksanakan Transfer DD ke 
Desa 
(Dari RKUD ke RKUDes) 
 
REKENING KAS DESA 
Pemerintah Kab/Kota 
(Mekanisme Transfer APBD) 
PEMERINTAH PUSAT 







d. Pencairan baik tahap pertama maupun kedua dilakukan dengan 
pemindah bukuan dana dari kas daerah ke rekening kas desa. 
e. Penyaluaran Alokasi Dana Desa dari kas desa kepada pelaku 
aktivitas (pemimpin pelaksana kegiatan) dilakuakan dengan 
mekanisme sebagai berikut: 
1) Bendahara desa mengajukan Surat Permintaan Pembayaran 
(SPP) kepada Kepala Desa melalui Sekertaris desa yang 
dilampiri dengan Rencana Kebutuhan Desa (RKD) dan bukti-
bukti pengeluaran dana sebelumnya. 
2) Sekertaris desa melakukan verifikasi (penelitian) berkas 
kelengkapan SPP dan apabila telah dinyatakan lengakap, 
sekertaris desa menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) 
yang ditadatangani oleh Kepala Desa. 
3) Bendahara desa setelah menerima SPM dan surat rekomendasi 
Camat mencairkan kepada pemegang kas desa pada bank yang 
ditunjuk. 
4) Dana yang telah dicairkan oleh bendahara desa dibukukan 
kedalam Buku Kas Umum (BKU) untuk selanjutnya diserahkan 
kepada pimpinan kegiatan disertai dengan bukti penerima.
38
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Penyaluran dana desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari 
RKUN ke RKUD untuk selanjutnya dilakukan pemindahbukuan dari 
RKUD ke RKD, dengan ketentuan sebagai berikut:
39
 
a. Tahap I paling cepat pada bulan Januari dan paling lambat minggu 
ketiga bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen). 
b. Tahap IIpaling cepat pada bulan Maret dan paling lambat minggu 
keempat bulan Juni  sebesar 40% (empat puluh persen). 
c. Tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen). 
Penyaluran dari RKUN ke RKUD dilakukan setelah kepala kantor 
pelayanan perbendaharaan negara selaku kuasa pengguna anggaran 
penyaluran DAK Fisik dan dana desa menerima dokumen persyaratan 
penyaluran, dengan ketentuan sebagai berikut:
40
 
a. Tahap I berupa: 
1) Surat pemberitahuan bahwa pemerintah daerah yang bersangkutan 
telah menyampaikan peraturan daerah mengenai APBD tahun 
anggaran berjalan. 
2) Peraturan bupati/walikota mengenai tata cara pembagian dan 
penetapan rincian dana desa setiap desa. 
b. Tahap II berupa: 
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1) Laporan realisasi penyaluran dana desa tahun anggaran sebelumnya. 
2) Laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output dana 
desa tahun anggaran sebelumnya. 
c. Tahap III berupa 
1) Laporan realisasi penyaluran dana desa sampai dengan tahap II. 
2) Laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output dana 
desa sampai dengan tahap II. 
Penyaluran dana desa daeri RKUD ke RKD dilaksanakan setelah 




a. Tahap I berupa peraturan desa mengenai APBDes dari kepala desa. 
b. Tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian output dana 
desa tahun anggaran sebelumnya dari kepala desa. 
c. Tahap III berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian output dana 
desa samapai dengan tahap II dari kepala desa. 
Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD setiap tahap 
sebagaimana tersebut di atas dilakukan paling lambat pada minggu kedua 
bulan yang bersangkutan.
42
 Sedangkan penyaluran Dana Desa dari RKUD 
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ke Rekening Kas Desa (RKD) setiap tahap, dilakukan paling lambat tujuh 
hari kerja setelah diterima di RKUD.
43
 
4. Tujuan Dana Desa 
Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yaitu adanya 
komitmen negara dalam melindungi dan memberdayakan desa agar 
menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis sehingga dapat menciptakan 
landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan 
menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Selanjutnya juga 
diharapkan akan terwujudnya desa yang mandiri dimana : 
a. Desa bukan hanya sekedar sebagai obyek penerima manfaat, melainkan 
sebagai subyek pemberi manfaat bagi warga masyarakat setempat. 
b. Sebagai komponen desa mempunyai rasa kebersamaan dan gerakan 
untuk mengembangkan aset lokal sebagai sumber penghidupan dan 
kehidupan bagi warga masyarakat. 
c. Desa mempunyai kemampuan menghasilkan dan mencukupi kebutuhan 
dan kepentingan masyarakat setempat seperti pangan, energi dan 
layanan dasar. 
d.  Sebagai cita-cita jangka panjang, desa mampu menyediakan lapangan 
pekerjaan, menyediakan sumber-sumber pendapatan bagi masyarakat 
serta menghasilkan pendapatan asli desa dalam jumlah yang memadai.
44
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Dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan, pelayanan 
masyarakat, dan pembangunan pemerintahan pada hakikatnya belanja 
negara memiliki tiga fungsi, fungsi utama yakni: 
a. Fungsi alokasi yang meliputi, sumber-sumber ekonomi dalam bentuk 
barang dan jasa pelayanan masyarakat. 
b. Fungsi distribusi yang meliputi, pendapatan dan kekayaan masyarakat, 
pemerataan pembangunan. 




Alokasi Dana Desa dimaksudkan untuk membiayai program 
pemerinah desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan 
dan pemberdayaan masyarakat desa. Sementara tujuan Alokasi Dana Desa 
adalah: 
a. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjagan. 
b. Meningkatkan perencanaa dan penganggaran pembangunan ditingkat 
desa dan pemberdayaan masyarakat. 
c. Meningkatkan pembangunan infrastruktur pedesaan. 
d. Meningkatkan pengamanan nilai-nilai keagamaan, sosial, budaya dalam 
rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan sosial. 
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e. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa 
f. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat. 
g. Meningkatakan pedapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan 
Usaha Milik Desa (BUMDesa).
46
 
Berdasarkan prinsip pengelolaan dana desa bagian yang tak 
terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBD, seluruh kegiatan 
yang dibiayai Alokasi Dana Desa direncanakan, dilaksanakan dan 
dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat 
desa, semua kegiatan harus di pertanggung jawabkan secara administratif, 
secara teknis, dan secara hukum. Alokasi Dana Desa dipergunakan secara 
terara, ekonomis, efisien, efektif, berkeadilan, dan terkendali. 
Jenis kegiatan yang akan dibiayai melalui Dana Desa sangat 
terbuka untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat berupa 
pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan kelembagaan desa dan kegiatan 




Pengguanaan Alokasi Dana Desa yang diterima pemerintah desa 
30% alokasi dana desa dipergunakan untuk operasional penyelenggaraan 
pemerintah desa dalam pembiayaan operasional desa, biaya operasional 
BPD, biaya operasional tim penyelenggara alokasi dana desa. Sedangkan 
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70% dana desa dipergunakan untuk pemberdayaan masyarakat dalam 
pembangunan sarana dan prasarana ekonomi desa, pemberdayaan dibidang 
pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat terutama untuk 
mengentaskan kemiskinan dan bantuan keuangan kepala lembaga 
masyarakat desa, BUMDes, kelompok usaha sesuai potensi ekonomi 
masyarakat desa, serta bantuan keuangan kepada lembaga yang ada di desa 
seperti LPMD, RT, RW, PKK, Karang Taruna, Linmas.
48
 
Secara umum Dana Desa digunakan untuk membiayai 
penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, 
dan kemasyarakatan, namun Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
93/PMK.07/2015 mengamanatkan prioritas penggunaan Dana Desa 
diarahkan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. 
Lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan tersebut, disebutkan 
bahwa penggunaan Dana Desa dilaksanakan sesuai dengan prioritas yang 
ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan 
Transmigrasi. 
Adapun prioritas penggunaan Dana Desa yang diatur dalam 
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan 
Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas 
Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 menyebutkan bahwa prioritas 
penggunaan Dana Desa untuk pembangunan desa, dialokasikan untuk 
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mencapai tujuan pembangunan desa yaitu meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat desa dan kualitas hidup masyarakat serta penanggulangan 
kemiskinan, melalui: 
1. Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pemenuhan kebutuhan dasar 
meliputi: 
1) Pengembangan pos kesehatan Desa dan Polindes; 
2) Pengelolaan dan pembinaan Posyandu; dan 
3) Pembinaan dan pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini. 
2. Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pembangunan sarana dan 
prasarana desa didasarkan atas kondisi dan potensi desa, sejalan dengan 




1) pembangunan dan pemeliharaan jalan desa; 
2) pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani; 
3) pembangunan dan pemeliharaan embung desa; 
4) pembangunan energi baru dan terbarukan; 
5) pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan; 
6) pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala desa; 
7) pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier; 
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8) pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk 
budidaya perikanan; dan 
9) pengembangan sarana dan prasarana produksi di desa. 
3. Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pengembangan potensi ekonomi 
lokal didasarkan atas kondisi dan potensi desa, sejalan dengan 
pencapaian target RPJMDesa dan RKPDesa setiap Tahunnya.
50
 
Berdasarkan prinsip pengelolaan Dana Desa bagian yang tak 
terpisahkan dari pengelolaan keuangan Desa dalam APBD, seluruh 
kegiatan yang dibiayai Dana Desa direncanakan, dilaksanakan dan 
dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat 
desa, semua kegiatan harus dipertanggung jawabkan secara admistratif, 
secara, teknis, dan secara hukum. Dana Desa dipergunakan secara terarah, 
ekonomis, efesien, efektif, berkeadilan, dan terkendali.
51
 
C. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 
1. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat 
Falsafah pemberdayaan masyarakat dapat dikatakan sebagai 
kerjasama dengan masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup mereka.  
Pemberdayaan semakin popular dalam konteks pembangunan dan 
pengentasan kemiskinan yang terjadi pada saat ini. Konsep pemberdayaan 
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yang diusung adalah untuk melihat yang tidak berdaya atau lemah 
(powerless).
52
 Oleh karena itu, pemberdayaan sangat berpengaruh terhadap 
proses pembentukan masyarakat yang sejahtera. 
Pemberdayaan mesyarakat merupakan suatu strategi yang banyak 
diterima dan dikembangkan. Dimana pemberdayaan harus berpihak pada 
pentingnya individu didalam perjalanan pertumbuhan masyarkat dan 
bangsanya.
53
Pemberdayaan dilakukan secara bertahap, berkesinambungan 
dan dilakukan secara terus menerus, bersabar dan telaten. Filosofi 
pemberdayaan adalah bekerja bersama masyarakat untuk membantu agar 




Pemberdayaan sebenarnya merupakan istilah yang khas Indonesia 
dari pada Barat. Di barat istilah tersebut diterjemahkan sebagai 
empowerment, dan istilah itu benar tetapi tidak tepat. Pemberdayaan yang 
dimaksud adalah memberi “daya” bikan “kekuasaan”. Empowerment, 
dalam khasanah barat lebih bernuansa “pemberi kekuasaan” daripada 
“pemberdayaan” itu sendiri. Barangkali istilah yang tepat adalah 
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“energize” atau katakan “memberi energi”. Pemberdayaan adalah pemberi 
energi agar yang bersangkutan mampu untuk bergerak secara mandiri.
55
 
Menurut Wahjudin Sumpeno, pemberdayaan adalah upaya yang 
dilakukan oleh unsur yang berasal dari luar tatanan terhadap suatu tatanan, 
agar tatanan tersebut mampu berkembang secara mandiri. Dengan kata 
lain, pemberdayaan sebagai upaya perbaikan wujud interkoneksitas yang 
terdapat di dalam suatu tatanan atau upaya penyempurnaan terhadap 
elemen atau komponen tatanan yang ditunjukkan agar tatanan dapat 
berkembang secara mandiri. Jadi, pemberdayaan adalah upaya yang 
ditunjukkan agar suatu tatanan dapat mencapai suatu kondisi yang 
memungkinkan untuk membangun dirinya sendiri.
56
 
Pemberdayaan memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintah 
desa ditunjukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan 
masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan sesuai 
dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat. Desa yang 
otonom diberi ruang gerak yang luas dalam perencanaan pembangunan 
sebagai kebutuhan nyata masyarakat dan tidak banyak dibebani oleh 
program kerja dari dinas atau instansi pemerintah. Upaya pemberdayaan 
dapat mempercepat proses penyiapan masyarakat melalui berbagai cara dan 
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pendekatan yang mampu mewadahi sluruh komponen sumber daya 
manusia dan kelembagaan. 
Proses pemberdayaan perlu dilakukan dengan sangat cermat, karena 
setiap tatanan memilki karakteristik tersendiri, sehingga tidak semua 
strategi yang berasal dan luar tatanan akan efektif, bahkan dalam banyak 
hal tidak jarang bersifat kotra produktif. Pemberdayaan memerlukan proses 
dalam penyesuaian yaitu seperti budaya, dan kelembagaan melalui 
reintrepretasi, reaktualisasi, dan transformasi.  
2. Tujuan Pemberdayaan 
Tujuan yang ingin di capai dari pemberdayaan masyarakat adalah 
untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian 
tersebut meliputi kemadirian berpikir, bertindak dan mengendalikan apa 
yang mereka lakukan tersebut. Kemandirian masyarakat adalah merupakan 
suatu kondisi yang dialami masyarakat yang ditandai oleh kemampuan 
kognitif, konatif, psikomotorik, afektif, dengan pengarahan sumber daya 
yang dimiliki oleh lingkungan masyarakat tersebut.
57
 
Menurut Paul Freire dalam Keban dan Lele, pemberdayaan 
masyarakat berinti pada suatu metodologi yang disebut conscientization 
yaitu merupakan proses belajar untuk melihat kontradiksi sosial, ekonomi, 
dan politik dalam masyarakat. Paradigma ini mendorong masyarakat untuk 
                                                          
57
 Ambar Teguh Sulistiani, Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan, (Yogyakarta:Gava 




mencari cara menciptakan kebebasan dari struktur-struktur yang opresif. 
Bertolak dari pengertian ini maka sebuah partisipasi masyarakat tidak 




3. Indikator Pemberdayaan Masyarakat 
UNICEF mengajukan 5 dimensi sebagai tolak ukur keberhasilan 
pemberdayaan masyarakat, terdiri dari kesejahteraan, akses, kesadaran 
kritis, partisipasi, dan kontrol. Lima dimensi tersebut adalah kategori 
analisis yang bersifat dinamis, satu sama lain berhubungan secara sinergis, 
saling menguatkan dan melengkapi. Berikut adalah uraian lebih rinci dari 
masing masing dimensi: 
a. Kesejahteraan. Dimensi ini merupakan tingkat kesejahteraan masyarakat 
yang diukur dari tercukupinya kebutuhan dasar seperti sandang, papan, 
pangan, pendapatan, pendidikan dan kesehatan. 
b. Akses. Dimensi ini menyangkut kesetaraan dalam akses terhadap 
sumber daya dan manfaat yang dihasilkan oleh adanya sumber daya. 
Tidak adanya akses merupakan penghalang terjadinya peningkatan 
kesejahteraan. Kesenjangan pada dimensi ini disebabkan oleh tidak 
adanya kesetaraan akses terhadap sumber daya yang dipunyai oleh 
mereka yang berada di kelas lebih tinggi dibanding mereka dari kelas 
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rendah, yang berkuasa dan dikuasai, pusat dan pinggiran. Sumber daya 
dapat berupa waktu, tenaga, lahan, kredit, informasi, keterampilan, dan 
sebagainya. 
c. Kesadaran kritis. Kesenjangan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat 
bukanlah tatanan alamiah yang berlangsung demikian sejak kapanpun 
atau semata-mata memang kehendak Tuhan, melainkan bersifat 
struktural sebagai akibat dari adanya diskriminasi yang melembaga. 
Keberdayaan masyarakat pada tingkat ini berarti berupa kesadaran 
masyarakat bahwa kesenjangan tersebut adalah bentukan sosial yang 
dapat dan harus diubah. 
d. Partisipasi. Keberdayaan dalam tingkat ini adalah masyarakat 
terlibatdalam berbagai lembaga yang ada di dalamnya. Artinya, 
masyarakat ikut andil dalam proses pengambilan keputusan dan dengan 
demikian maka kepentingan mereka tidak terabaikan 
e. Kontrol. Keberdayaan dalam konteks ini adalah semua lapisan 
masyarakat ikut memegang kendali terhadap sumber daya yang ada. 
Artinya, dengan sumber daya yang ada, semua lapisan masyarakat dapat 
memenuhi hak haknya, bukan hanya segelintir orang yang berkuasa saja 








4. Strategi Pemberdayaan 
Dalam beberapa situsi, strategi pemberdayaan dapat saja dilakukan 
secara individual, meskipun pada gilirannya strategi ini tetap 
berkaitandengan kolektivits, dalam arti mengkaitkan klien dengan sumber 
atau sistem lain diluar dirinya.
60
 Dalam konteks pekerjaan sosial, 
pemberdayaan dapat dilakukan dengan tiga aras atau matra pemberdayaan, 
yaitu: 
a. Aras Mikro, pemberdayaan dilakukan terhadap masyarakat (klien) 
secara individu melalui bimbingan, konsling, setress management, crisis 
intervetion. Tujuan utamanya adalah membimbing dan melatih dalam 
menjalankan tugas-tugas kehidupannya. Model ini sering disebut 
sebagai pendekatan yang berpusat pada tugas (task centered approach). 
b. Aras Mezzo, pemberdayaan dilakukan terhadap sekelompok masyarakat 
(klien). Pemberdayaan dilakukan dengan menggunakan sekelompok 
sebagai media intervensi. Pendidikan dan pelatihan, dinamika 
kelompok, biasanya digunakan sebagai strategi dalam meningkatkan 
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kesadaran, pengetahuan, keterampilan dan sikap-sikap masyarakat agar 
memiliki kemampuan memecahkan permasalahan yang dihadapinya. 
c. Aras Makro, pendekatan ini disebut juga sebagai strategi system besar, 
karena sasaran perubahan diarahkan pada system lingkungan yang lebih 
luas. Perumusan kebijakan, perencanaan sosial, kampanye, aksi sosial, 
lobbying, pengorganisasian masyarakat, manajemen konflik, adalah 
beberapa strategi dalam pendekatan ini. Strategi sistem besar 
memandang klien sebagai orang yang memiliki kompetensi untuk 
memahami situasi-situasi mereka sendiri, dan untuk memilih serta 
menentukan strategi yang tepat untuk bertindak.
61
 
5. Perencanaan Program 
Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat seringkali 
melibatkan perencanaan, pengkoordinasian dan pengembangan berbagai 
aktivitas pembuatan program atau proyek kemasyarakatan yang bertujuan 
untuk meningkatkan taraf hidup atau kesejahteraan sosial masyarakat. 
Sebagai suatu kegiatan kolektif, pemberdayaan masyarakat mlibatkan 
beberapa aktor, seperti pekerja sosial, masyarakat tempat, lembaga atau 
instansi yang terkait, yang saling bekerjasama mulai dari perencanaan, 
pelaksanaan, sampai evaluasi terhadap program atau proyek pembangunan 
yang perumusannya dilakukan melalui perencanaan program.
62
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Hakekat perencanaan atau model perencanaan, dan proses 
perencanaan program, perencanaan dalah sebuah proses penting dalam 
menentukan keberhasilan suatu tindakan. Perencanaan pada hakekatnya 
merupakan usaha secara sadar, terorganisir dan terus menerus dilakukan 
guna memilih alterbative yang terbaik dari sejumlah alternative untuk 
mencapai tujuan tertentu. 
Perencanaan sosial masyarakat memiliki kaitan yang erat dengan 
perencanaan pelayanan kesejahteraan sosial. Dengan demikian, meskipun 
perencanaan sosial masih sering diartikan secara luas (menyangkut 
kemiskinan, pendidikan, kesehatan), perencanaan social pada hakikatnya 
menunjuk pada perencanaan mengenai program pelayanan kesejahteraan 
sosial maka bidang kesejahteraan sosial ini merujuk pada suatu serangkaian 
kegiatan uang terorganisasi yang ditujukan untuk memungkinkan individu, 
kelompok seta masyarakat dapat memperbaiki keadaan mereka sendiri, 




6. Sasaran Pemberdayaan 
Perlu dipikirkan siapa yang sesungguhnya menjadi sasaran 
pemberdayaan. Schumacher memiliki pandangan pemberdayaan sebagai 
suatu bagian dari masyarakat miskin dengan tidak harus menghilangkan 
ketimpangan struktural lebih dahulu. Masyarakat miskin sesungguhnya 
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juga memiliki daya untuk membangun, dengan demikian memberikan “kail 
jauh lebih tepat daripada memberikan ikan”. Pemaknaan pemberdayaan 
selanjutnya sering dengan konsep good govermance. Konsep ini 
mengetengahkan ada tiga pilar yang harus dipertemukan dalam proses 
pemberdayaan masyarakat. Ketiga pilar tersebut adalah pemerintah, swasta 




D. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) 
1. Pengertian Badan Usaha Milik Desa 
Dalam buku panduan BUMDes yang dikeluarkan Departemen 
Pedidikan Nasional, BUMDes merupakan Badan Usaha Milik Desa yang 
didirikan atas dasar kebutuhan dan potensi desa sebagai upaya peningkatan 
kesejahteraan masyarakat. Berkenaan dengan perencanaan dan 
pendiriannya, BUMDes dibangun atas prakarsa dan partisipasi masyarakat. 
BUMDes juga merupakan perwujudan partisipasi masyarakat desa secara 
keseluruhan, sehingga tidak menciptakan model usaha yang di hegemoni 
oleh kelompok tertentu ditingkat desa. Artinya tata aturan ini terwujud 
dalam mekanisme kelembagaan yang solid. Penguatan kapasitas 
                                                          
64
 Ambar Teguh Sulistiani, Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan, (Yogyakarta:Gava 




kelembagaan akan terarah pada adanya tata aturan yang mengikat seluruh 
anggota (one for all).
65
 
Pengertian Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Undang-undang 
Nomor 32 tahun 2004 mengamanatkan pemerintah untuk menerapkan 
otonomi daerah dengan menganut atas desentralisasi. Dalam upaya 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat pemerintah Indonesia membentuk 
suatu badan usaha milik desa yang bertujuan untuk pemberdayaan dan 
pembangunan desa. Pembentukan BUMDES merupakan cara untuk 
memanfaatkan Undang-Undang yang memberikan kewenangan kepada 
pemerintah desa untuk melakukan inovasi dalam pembangunan desa, 




Menurut undang-undang tahun 2014 pasal 6 ayat 1 mengatakan: 
“Badan usaha Milik Desa atau BUMDes adalah badan usaha yang seluruh 
atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara 
langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan gula mengelola 
aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya 
kesejahteraan masyarakat desa.” Badan usaha milik desa (BUMDes) adalah 
lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa 
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dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdaasarkan 
kebutuhan potensi desa. 
Dalam penjelasan pasal 87 ayat 1 UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang 
pemerintah desa disebutkan “BUMDes secara spesifik tidak dapat 
disamakan dengan badan hukum seperti PT, CV, atau Koperasi. Oleh 
karena itu, BUMDes merupakan suatu badan usaha bercirikan desa dalam 
pelaksanaan kegiatannya disamping untuk membantu penyelenggara 
pemerintah desa, juga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa. 
BUMDes juga dapat melaksanakan fungsi pelayanan jasa, perdagangan, 
dan pengembangan ekonomi lainnya. Karakteristik dari BUMDes terhadap 
lembaga ekonomi lainnya. 
2. Tujuan Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) 
BUMDes pada dasarnya merupakan bentuk konsolidasi atau 
penguatan terhadap lembaga-lembaga ekonomi desa. Berikut ini tujuan 
BUMDes yaitu: 
a. Meningkatkan perekonomian desa, 
b. Mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa, 
c. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi 
desa, 





e. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan 
layanan umum warga. 
f. Membuka lapangan kerja. 
g. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan 
umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa dan 
h. Meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa. 
i. Mendorong perkembangan perekonomian desa 
j. Meningkatkan pendapatan desa 
k. Meningkatkan kreatifitas dan peluang usaha ekonomi produktif 
masyarakat desa yang berpenghasilan rendah. 
l. Mendorong perkembangan usaha mikro sektor informal. 
3. Prinsip-prinsip Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) 
a. Prinsip BUMDes 
1) Bumdes bersifat terbuka, semua warga masyarakat desa bisa 
mengakses semua kegiatannya. 
2) Bumdes adalah bersifat sosial (Social interpreunership), tidak 
semata-mata mencari keuntungan. 
3) Bumdes harus dikelola oleh pihak-pihak yang independen. Pengelola 
tidak boleh dari unsur pemerintah desa. 
4) Bumdes tidak boleh mengambil alih kegiatan masyarakat desa yang 
sudah jalan tetapi bagaimana bumdes mengkonsolidasikan dalam 




b. Prinsip umum pengelola BUMDes 
Prinsip-prinsip pengelolaan bumdes penting untuk dielaburasi 
atau diuraikan agar dipahami dan dipersepsikan dengan cara yang sama 
oleh pemerintah desa, anggota (penyerta modal), BPD, Pemkab, dan 
masyarakat. Prinsip tersebut adalah: 
1) Kooperatif, semua komponen yang terlibat dalam BUMDes harus 
mampu melakukan kerjasama yang baik demi pengembangan dan 
kelangsungan hidup usahanya. 
2) Partisipatif, semua komponen yang terlibat didalam bumdes harus 
bersedia secara sukarela atau meminta memberikan dukungan dan 
kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha BUMDes. 
3) Emansipatif,semua komponen yang terlibat dalam BUMDes harus 
diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku, dan agama. 
4) Trasparan, aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan 
masyarakat umum harus dapat diketahui dalam segenap lapisan 
masyarakat dengan mudah terbuka. 
5) Akuntable, seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggung 
jawabkan secara teknis maupun administratif. 
6) Sustainable, kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan 
dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMDes.
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4. Pembentukan BUMDes 
Tujuan awal pembentukan badan usaha milik Desa (BUMDes) 
dimaksud untuk mendorong atau menampung sekuruh kegiatan 
peningkatan pendapatan masyarakat, baik yang berkembang menurut adat 
istiadat dan budaya setempat, maupun kegiatan perekonomian  yang 
diserahkan untuk dikelola oleh masyarakat melalui program atau proyek 
pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sebagai sebuah usaha desa, 
pembentukan BUMDes adalah benar-benar untuk memaksimalisasikan 
potensi masyarakat desa baik itu potensi ekonomi, sumber daya alam, 
ataupun sumberdaya manusia.  
Secara spesifik, pendirian BUMDes adalah untuk menyerap tenaga 
kerja desa meningkatkan kreatifitas dan peluang usaha ekonomi produktif 
mereka yang berpenghasilan rendah. Sasaran pemberdayaan ekonomi 
masyarakat desa melalui BUMDes ini adalah untuk melayani masyarakat 
desa dalam mengembangkan usaha produktif. Tujuan lainya adalah untuk 
menyediakan media beragam usaha dalam menunjang perekonomian 
masyarakat desa sesuai dengan potensi desa dan kebutuhan masyarakat.  
Perubahan/sikap dan cara pandang masyarakat merupakan pondasi 
yang kokoh bagi terbangunnya lembaga masyarakat yang mandiri, melalui 
pemberdayaan para pelaku-pelakunya, agar mampu bertindak sesuai 
dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia yang mampu menerapkan 




kemandirian lembaga masyarakat ini dibutuhkan sebagai wadah perjuangan 
kaum miskin, yang mandiri dan berkelanjutan dalam menyuarakan aspirasi 
serta kebutuhan mereka dan mampu mempengaruhi proses pengambilan 
keputusan berkaitan dengan kebijakan publik ditingkat lokal agar lebih 
berorientasi kemasyarakat miskin dalam mewujudkan tata kepemerintahan 
yang baik (good governance), baik ditinjau dari aspek ekonomi, 
lingkungan, termasuk perumahan dan permukiman, maupun sosial.
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Penyusunan rencana usaha penting untuk dibuat dalam periode 1 
sampai 3 tahun. Tujuannya agar pengelola BUMDes memiliki pedoman 
yang jelas apa yang harus dikerjakan dan dihasilkan dalam upaya mencapai 
tujuan yang ditetapkan dan kinerjanya menjadi terukur. Penyusunan 
rencana usaha dibuat bersama dengan dewan komisaris BUMDes. Poin lain 
yang juga dibahas adalah melakukan proses rekruitmen dan sistem 
penggajian dan pengupahan. Untuk menetapkan orang-orang yang akan 
menjadi pengelola BUMDes dapat dilakukan secara Musyawarah. Namun 
pemilihannya harus didasarkan pada kriteria tertentu. Kriteria itu 
dimaksudkan agar pemegang jabatan di BUMDes mampu menjalankan 
tugas-tugasnya dengan baik. 
Selain tahap-tahap pembentukan, ada bebrapa syarat yang harus 
dipenuhi dalam pembentukan BUMDes yang bertuang dalam peraturan 
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menteri dalam negeri nomor 39 tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik 
Desa pasal 5, syarat-syarat pembentukan BUMDes di antaranya yaitu: 
a. Atas inisiatif pemerintah desa dan atau masyarakat berdasarkan 
musyawarah warga desa. 
b. Adanya potensi usaha ekonomi masyarakat. 
c. Sesuai dengan kebutuhan masyarakat, terutama dalam pemenuhan 
kebutuhan pokok. 
d. Tersedianya sumber daya desa yang belum dimanfaatkan secara 
optimal, tertama kekayaan desa. 
e. Tersedianya sumberdaya manusia yang mampu mengelola badan usaha 
sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat desa. 
f. Adanya unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi 
warga masyarakay yang dikelola secara parsial dan kurang 
terakomodasi. 
g. Untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli desa. 
5. Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES ) 
Masyarakat desa sesungguhnya memiliki karakteristik yang khas 
sebagai suatu komunitas. Salah satu karakteristik yang khas dari 
masyarakat desa yaitu cara hidup kolektif. Durkheim menggambarkan ciri-
ciri masyarakat desa dengan ciri-ciri memiliki solidaritas yang sifatnya 




masyarakat desa adalah Gemeinschaft yaitu kehidupan yang masih guyup 
ditandai dengan adanya gotong royong. 
Kehidupan masyarakat desa yang bersifat kolektif memiliki tradisi: 
Pertama, solidaritas, kerjasama, swadaya, dan gotong royong tanpa 
mengenal batas-batas kekerabatan suku, agama, aliran dan sejenisnya 
merupakan akar tradisi dari basis modal sosial desa.Kedua, kepentingan 
masyarakat diatur dan diurus melalui kekuasaan dan pemerintahan desa 
yang mengandung otoritas dan akuntabilitas. Ketiga, ekonomi lokal yang 
memproteksi dan mendistribusikan pelayanan dasar masyarakat dilakukan 
oleh desa.  
Tradisi desa inilah yang menjadi salah satu gagasan fundamental 
dalam pendirian BUMDes, sehingga dalam pelaksanaannya ada sejumlah 
prasyarat yaitu: 
a. BUMDes membutuhkan modal sosial yang berwujud kerjasama, 
solidaritas, kepercayaan, dan sejenisnya. 
b. pengembangan usaha ekonomi desa dilakukan oleh BUMDes melalui 
musyawarah desa yang memiliki kedudukan sebagai forum tertinggi. 
c. BUMDes merupakan usaha ekonomi desa yang mengandung unsur 
bisnis ekonomi dan bisnis sosial yang dijalankan secara kolektif oleh 




d. kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola 
oleh desa dan / atau kerjasama antar-desa seluruhnya ditampung oleh 
BUMDes sebagaimana tertuang dalam UU Desa. 
e. BUMDes berfungsi sebagai arena belajar bagi warga desa dalam 
meningkatkan kapasitas manajerial, kewirausahaan, tata kelola desa 
yang baik, kepemimpinan, kepercayaan dan aksi kolektif. 
f. program yang diinisiasi oleh pemerintah (proyek pemerintah) menjadi 
“milik desa” ditransformasi oleh BUMDes. Di dalam prasyarat 
pelaksanaan BUMDes secara eksplisit telah disebutkan peranan dari 
BUMDes yaitu sebagai bisnis ekonomi dan bisnis sosial.
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Peranan secara ekonomi tentu saja meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat desa melalui usaha-usaha yang dikelola oleh BUMDes serta 
kontribusinya terhadap kas desa atau PADes. Sedangkan peranan secara 
sosial dapat terlihat dari bagaimana nantinya keberadaan BUMDes mampu 
memberdayakan masyarakat, meningkatkan interaksi dan solidaritas yang 
telah terbina selama ini melalui kegiatan BUMDes yang dikelola secara 
kolektif. Peranan BUMDes ini juga tercantum di dalam UU Desa bahwa 
hasil dari BUMDes dimanfaatkan selain untuk pengembangan usaha juga 
dimanfaatkan untuk pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, 
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dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan 
sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Desa. 
E. Ekonomi Islam 
1. Pengertian Ekonomi Islam 
Berbagai definisi mencoba memberikan nama dan arti ekonomi 
islam. Beberapa ekonom muslim berusaha mendefinisikan, tetapi hal itu 
tidak lepas dari konteks permaslahan ekonomi yang mereka hadapi, 
sehingga terkesan terdapat perbedaan dalam mendefinisikan ekonomi 
islam. 
Adapun definisi-defini tersebut antara lain: 
a. Monzer Kafh mendefinisikan ekonomi islam sendiri dipahami sebagai 
bagian yang tidak terpisahkan dari paradigma islam yang sumbernya 
merujuk pada Al-Qur‟an dan Sunnah. 
b. Muhammad Abdul Mannan mendefinisikan sebagai ilmu pengetahuan 
social yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang 
diilhami oleh nilai-nilai islam. 
c. Metwally menurutnya ekonomi islam dapat didefinisikan sebagai ilmu 
yang mempelajari prilaku muslim (yang beriman) dalam suatu 
masyarakat islam yang mengikuti Al-Qur‟an dan Sunah Nabi SAW, 




d. Umar Chapra mengartikan ilmu ekonomi islam adalah suatu cabang 
pengetahuan yang membantu merealisasikan kesejahteraan melalui 
suatu alokasi dan distribusi sumber daya alam yang langka yang sesuai 
dengan muqashid, tanpa mengekang kebebasan individu untuk 
menciptakan keseimbangan makro ekonomi dan ekologi yang 
berkesinambungan, membentuk solidaritas keluarga, sosial dan jaringan 
moral masyarakat. 
e. M. Nejatullah Sidiqqi  mendefinisikan ilmu ekonomi islam adalah 
jawaban dari pemikir muslim terhadap tantangan-tantangan ekonomi 




Sebagaimana Firman Allah dalam surah Al - Baqarah Ayat 30:  
                 … 
Artinya:“ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para 
Malaikat, Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang 
khalifah di muka bumi." (QS.Al-Baqarah:30)
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Allah menciptakan manusia untuk menjadi khalifah dimuka bumi 
ini bukan membuat kerusakan dengan sumber daya alam yang ada. Jadi 
Ekonomi Islam yaitu ilmu pengetahuan sosial yang memelajari masalah-
masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. 
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Sistem ekonomi islam merupakan sistem ekonomi yang adil dan 
seksama serta berupaya menjamin kekayaan tidak berkumpul pada satu 
kelompok saja, tapi tersebar keseluruh masyarakat. Oleh karena itu, penting 
bagi setiap masyarakat untuk membangun sistem ekonomi islam sesuai 
dengan nilai-nilai budaya yang bersangkutan.
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Setiap masyarakat menghadapi permasalahan ekonomi dan mereka 
harus memiliki sistem yang mampu mengontrol dan memecahkan masalah 
ekonomi tersebut, ini sangat diperlukan karena satu masyarakat berbeda 
dengan masyarakat yang lainnya. Sebagaimana Firman Allah dalam Al-
Qur‟an surat Al-Maidah ayat 8: 
                         
                          
         
Artinya:“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi 
orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena 
Allah, menjadi saksi dengan adil dan janganlah sekali-kali 
kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu 
untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu 
lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, 
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Ayat diatas menerangkan bahwa islam memberi penjelasan tentang 
keadilan dalam segala hal, karena adil lebih dekat dari takwa. 
2. Dasar Hukum Ekonomi Islam 
Al-Qur‟an dan As-Sunnah adalah sumber pertama dan utama bagi 
ekonomi syariah. Al-Qur‟an juga memberikan hukum-hukum Ekonomi 
yang sesuai dengan tujuan dan cita-cita Ekonomi Islam itu sendiri. 
AlQur‟an sumber hukum-hukum ekonomi yang dapat menciptakan 
kesetabilan dalam perekonomian itu sendiri.
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Sebagaimana Firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 80: 
                         
Artinya:“Barangsiapa yang mentaati Rasul itu, Sesungguhnya ia 
telah mentaati Allah. dan Barang siapa yang berpaling 
(dari ketaatan itu), Maka Kami tidak mengutusmu untuk 
menjadi pemelihara bagi mereka.”(QS.AnNisa:80)
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Ayat diatas menyatakan bahwa Al-Qur‟an menjelaskan hukum-
hukum syara‟ itu secara keseluruhan, karena penjelasan-penjelasan As-
Sunnah berasal dari Al-Qur‟an. Al-Qur‟an sebagai sumber pokok bagi 
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semua hukum Islam, seperti memerintahkan kepada manusia agar 
memenuhui janji (perikatan) dan menegaskan halalnya jual beli beserta 
haramnya riba. 
3. Nilai-Nilai Dalam Sistem Ekonomi Islam 
Secara khusus, nilai-nilai, prinsip dan tujaun dalam sistem ekonomi 
islam bersumber dari Al-Qur‟an dan Sunnah, yang mempunyai dasar dari 
pandangan hidup islam. Selalu dipegang dalam menghadapi perkembangan 
zaman dan perubahan masyarakat. Semua permaslahan yang berkembang, 
termasuk ekonomi harus tetap tunduk pada prinsip syari‟at.  
Bersumber dari pandangan hidup islam melahirkan nilai-nilai dasar 
dalam ekonomi yakni: 
a. Keadilan, dengan menjunjung tinggi nilai kebenaran, kejujuran, 
keberanian dan konsistensi pada kebenaran. 
b. Tanggung Jawab atau Amanah, untuk memakmurkan bumi dan alam 
semesta  sebagai tugas seorang khalifah. Setiap pelaku ekonomi 
memiliki tanggung jawab untuk berperilaku ekonomi yang benar, 
amanah dalam mewujudkan kemaslahatan juga memiliki tanggung 
jawab untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum 




c. Tafakul (jaminan jawab sosial), adanya tanggungjawab sosial di 
masyarakat akan mendorong terciptanya hubungan yang baik diantara 
individu dan masyarakat, karena Islam tidak hanya mengajarkan 




4. Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam 
Prinsip dan tujuan dalam ekonomi islam, juga bersumber pada 
ajaran syar‟i yang dikembangkan dan dijabarkan lebih lanjut oleh para 
ulama dan cendekiawan muslim. Sebagai mana prinsip yang ditanamkan 
sistem ekonomi Islam yang meliputi:
77
 
a. Tauhid, melahirkan kesadaran tanggung jawab penuh kepada Allah 
dalam berekonomi, serta memahami ekonomi sebagai perintah ibadah. 
Aktivitas ekonomi yang dilakukan tidak hanya mengutamakan nilai 
ekonomis, namun juga di iringi pengakuan terhadap keesaan Allah 
sehingga apa yang dilakukan harus penuh dengan tanggung jawab. 
b. Khalifah, kesadaran sebagai wakil Allah di mukabumi melahirkan sikap 
berekonomi yang benar sesuai dengan tuntunan syar‟i, berekonomi 
semata-mata untuk kemaslahatan umat, dan upaya mewujudkan 
keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh manusia. Prinsip ini 
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mengutamakan kemakmuran kelompok, orang-perorang atau bahkan 
kepentingan pribadi sekalipun. 
Selain dua prinsip tersebut, terdapat beberapa prinsip tambahan 
yang menjadi kaidah-kaidah pokok dalam membangun kerangka ekonomi 
Islam, yakni: kerja, efisiensi, kompensasi, profesionalisme, pemerataan 
kesempatan, persaingan, keseimbangan, informasi simetri dan solidaritas. 
Sistem ekonomi Islam tidak hanya bertujuan untuk menciptakan 
kesejahteraan semata, namun juga menjamin terwujudnya tujuan syari‟ah. 
Hal inilah yang membedakan secara jelas antara tujuan dalam ekonomi 
konvensional yang tidak memberi tempat pada unsur keimanan. 
Tujuan syar‟i akan menjiwai manusia untuk bertindak baik bagi 
dirinya maupun lingkungan sekitarnya. Keimanan terletak pada urutan 
pertama tak lain karna keimanan akan memberikan cara pandang terhadap 
yang dapat mempengaruhi kepribadian dan sikap mental sesorang. Seperti 
misalnya: perilaku, gaya hidup, selera, sikap terhadap manusia dan 
lingkungan sekita. Sikap mental tersebut, secara ekonomi akan 




Menurut Abdul Mannan landasan ekonomi islam didasarkan pada 
tiga konsep fundamental, yaitu keimanan kepada Allah SWT (tauhid), 
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kepemimpinan (khalifah), dan keadilan (a’dalah). Tauhid adalah konsep 
yang paling penting dan mendasar, sebab konsep yang pertama adalah 
dasar pelaksanaan aktivitas baik yang mencakup ibadah (abudillah) 
mahdah (berkat sholat, dzikir dan sebagainya), termasuk ekonomi 
(mu’amalah), muasyarah, hingga akhlak.
79
 
Ekonomi yaitu bagian dari mu‟amalah secara umum dalam konsep 
islam harus memperhatikan prinsip tauhid, khalifah dan keadilan (a’dalah), 
yangharus berdampingan manakala akan mewujudkan suatu kehidupan 
masyarakat yang sejahtera al-falah.
80
 
Ekonomi islam memandang bahwa keberadaan manusia dan 
sumber-sumber yang dimiliki tidak terlepas dari batasan dan norma-norma 
yang mengikat. Apa yang dimiliki adalah ciptaan Tuhan, tentunya akan 
melahirkan tanggungjawab atas apa yang dilakukan dalam menggunakan 
sumber daya-sumber daya yang terbatas sehingga diharapkan dapat 
memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada, dengan kebiajakan-




Pada dasarnya kebijakan ekonomi secara khusus diarahkan untuk 
memecahkan persoalan penting yang dihadapi susatu sistem ekonomi. 
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Tidak terkecuali masalah dana desa dan alokasi dana desa yang merupakan 
salah satu sasaran kebijakan ekonomi yang bertujuan untuk menciptakan 
keadilan dalam anggaran untuk desa, sehingga tercipta keadilan di 
masyarakat secara luas. 
F. Tinjaun pustaka 
1. Penelitian yang dilakukan oleh Samsul Baharim,82 2017 dengan judul  
Studi Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa di Desa 
Bungi Kecamatan Kontunaga Kabupaten Muna. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terkait implementasi kebijakan 
ADD dan DD di Desa Bungi Kecamatan Kontunaga Kabupaten Muna 
secara umum yaitu sudah baik. Sedangkan partisipasi masyarakat dalam 
proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yaitu masih kurang, dimana 
pada proses perencanaan, masyarakat yang hadir hanya sedikit ditambah 
lagi masyarakat kurang paham tentang perencanaan sehingga tidak ada 
aspirasi yang disampaikan. Begitu juga pada proses pelaksanaan, 
partisipasi masyarakat pun masih sangat rendah. Oleh karena itu diperlukan 
kerja sama antara pemerintah desa dan masyarakat mendukung semangat 
UU desa menciptakan masyarakat yang aktif dalam proses perencanaan, 
pelaksanaan dan mengawasi setiap kejadian didesa. 
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2. Penelitian yang dilakukan oleh Nunik Chumaidah,83 2017 dengan judul 
studi Implementasi Kebijakan Dana Desa (DD) Dalam Menunjang 
Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan (Studi Kasus 
DiDesa Grogol Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang Tahun 2015 – 
2016)  Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif (Deskriptif Riset) 
dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber 
data primer (observasi dan wawancara) serta sekunder (dokumentasi 
berbagai sumber buku) yang berkaitan dengan situasi dan kondisi empiris 
tentang kebijakan implementasi Dana Desa. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa implementasi kebijakan Dana Desa dalam menunjang pembangunan 
telah terlaksana dan tercapai tujuan, sedangkan implementasi kebijakan 
untuk pemberdayaan masyarakat di desa Grogol terlaksana 93%  dan 
sisanya tidak terealisasi dikarenakan tidak adanya lembaga Paralegal yang 
seharusnya mendapat anggaran sebesar RP. 6.000.000,-. Pencapaian tujuan 
dibidang pemberdayaan masyarakat belum terjadi secara maksimal 
dikarenakan salah satu lembaga pemerintahan desa (BUMDES/Badan 
Usaha Milik Desa) tidak beroperasi dari mulai berdiri hingga saat 
penelitian dilakukan, selain itu anggaran BOP untuk BUMDES seluruhnya 
hanya digunakan untuk pelatihan anggota dengan alasan atas dasar perintah 
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dari pemerintah kabupaten, sehingga tidak ada sisa anggaran BOP untuk 
BUMDES yang dikelola oleh organisasi itu sendiri. Ke-enam faktor 
pendukung proses implementasi seluruhnya memberikan kontribusi positif 
terhadap pelaksanaan kegiatan Dana Desa. 
3. Penelitian yang dilakukan oleh M. Indra Maulana,84 2018 dengan judul 
studi Peran Dana Desa Dalam Memberdayakan Masyarakat Ditinjau Dari 
Perspektif Ekonomi  Islam (Study Kasus Di Desa Sinar Palembang Kec. 
Candipuro, Kab. Lampung Selatan) penelitian ini merupakan penelitian 
kualitatif dengan tujuan utama untuk mendeskriptifkan atau melukiskan 
secara detail dan mendalam mengenai proses pelaksanaan dana desa 
sehingga dapat memberikan peran / kontribusi sesuai yang diharapakan 
pemerintah pusat. Dari hasil penelitian pengolahan dana desa yang ada di 
Desa Sinar palembang kec. Candipuro, kab Lampung selatan, berjalan 
dengan berpatokan pada petunjuk teknis yang ada sehingga pemberdayaan 
masyarakat dari tahun 2015 sampai pada tahun 2017 mulai meningkat 
dilihat dari pembangangunan namun masih minim dalam peningkatan 
pemberdayaan perekonomian masyaraka.  Kebijakan yang dilaksanakan 
pemerintah dalam melaksanakan tugasnya perpatokan dengan nilai dasar 
ekonomi islam yaitu: kepemilikan, keseimbangan dan keadilan. Pemerintah 
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bekerja sama dengan lembaga yang ada di desa, serta keputusan-keputusan 
yang diambil oleh pemerintah merupakan keputusan bersama dalam 
Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes). 
4. Penelitian yang dilakukan oleh Miftahuddin,85 2018 dengan judul studi 
Akuntabilitas Dan Transparansi Pemerintah Desa Terhadap Pengelolaan 
Dana Desa ( Studi Kasus : Desa Panggungharjo Kecamatan Sewon 
Kabupaten Bantul) Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berbabis 
studi di lapangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa 
wawancara dengan teknik semi-terstruktur. Wawancara dilakukan dengan 
pihak pemerintah desa yang menjalankan penyelenggarakan pemerintahan 
dan pihak Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai perwakilan dari 
masyarakat, yang berjumlah 9 orang informan. Hasil penelitian ini 
menunjukan pengelolaan keuangan Dana Desa yang diterapkan oleh 
pemerintah desa Panggungharjo sudah sesuai dengan perundang-undangan 
maupun ketentuan-ketentuan yang berlaku. Transparansi yang dilakukan 
oleh pemerintah desa Panggungharjo menggunakan media informasi 
digital, terdapat informasi yang disebar tiap-tiap dusun melalui ketua RT 
dan Ketua Dusun, selain itu juga terdapat papan informasi yang 
ditempatkan di Kantor Desa. Meskipun pengelolaan Dana Desa yang 
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dilakukan oleh pemerintah desa sangat baik, tetapi pemahaman masyarakat 
mengenai kebijakan Dana Desa masih rendah. 
G. Kerangka pemikiran 
Berdaasarkan latar belakang dan tinjauan pustaka diatas peneliti 
merumuskan kerangka pemikiran dalam penelitian yang berjudul 
Implementasi Kebijakan Dana Desa Dalam Menujang Pemberdayaan 














Implementasi Kebijakan Dana Desa Dalam Menunjang 
Pemberdayaan Masyarakat Melalui UMKM Perspektif Ekonomi 
Islam 
    UU Nomor 6 Tahun 2014 
Tentang Desa 
     PP Nomor 60 Tahun  2014       
Tentang Dana Desa 
 Peran Dana Desa Dalam 
Pemberdayaan Masyarakat 
     Peran BUMDes Dalam  
    Pemberdayaan Masyarakat 
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